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CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL

nPNRAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat

3.

BUPATI PONTIANAK,

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada
Pasal 79A berbunyi sebagai berikut:  Pengurusan dan
penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya;

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pontianak  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Pencatatan  Sipil,  perlu  Petunjuk Teknis  Pelaksanaan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Pencatatan Sipil;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan hurub b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Pontianak;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan  Pembentukan  Daerah  Tingkat  II  di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor  352);  sebagai  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1959
Nomor  72,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1974
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3019);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
Periindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);



5. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun 2011  Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 5475);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran  Negara  Repubiik  Indonesia  Tahun  2005
Nomor  158,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4588);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintahan Antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organinasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan  Presiden  Nomor  1  Tahun 2007 tentang
Pengesahan,  Pengundangan,  dan  Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan  Presiden  Nomor  25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah
Tahun 2010 Nomor 1);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA
PENCATATAN SIPIL

BAB I
KETENTUN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pontianak.

4. Dinas atau instansi pelaksana adalah dinas yang diberi kewenangan dan
tanggungjawab melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi
kependudukan.

5. Kepala  Dinas  adalah  pejabat  yang  diberikan  kewenangan  dan
tanggungjawab  dalam  menyelenggarakan  urusan  administrasi
kependudukan di daerah.

6. Kepala Desa atau Lurah disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa se-Kabupaten Pontianak.

7. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui
pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil,  pengelolaan  administrasi
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain.

8. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor
identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada
seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

9. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disebut SIAK
adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi  untuk  memfasilitasi  pengelolaan  informasi  administrasi
kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai
satu kosatuan.

10. Kecamatan adalah v i'ayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten.

11. Desa atau yar iisebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,
adalah kesatu nasyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
berwenang u mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, be rkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan diiiorm 4am sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

12. Kelurahahn adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah
kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.



13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia aan orang asmy ycmy
bertempat tinggal di Indonesia.

14. Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan
Undang-Undang sebagai warga negara Indonesia.

15. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia atau warga

negara asing.
16. Penduduk Kabupaten Pontianak adalah warga negara Indonesia dan

orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Pontianak sesuai dengan
kriteria yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang

beriaku.
17. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang diaiami penduduk yang

harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau
perubahan  kartu  keluarga,  kartu  tanda  penduduk dan/atau  surat
keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan
alamat, perubahan status, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal

tetap.
18. Kartu Keluarga selanjutnya disebut KK adaiah kartu identitas keluarga

yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga,

serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disebut KTP-el, adalah

Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas
resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

20. Pencatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang diaiami seseorang
dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

21. Peristiwa penting adalah kejadian yang diaiami oleh seseorang meliputi
kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan

status kewarganegaraan.
22. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing

untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
jangka waktu  yang terbatas  sesuai  dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

23. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing
untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Repubiik Indonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Retribusi jasa umum adalah rertibusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah, yang tujuannya untuk kepentingan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

25. Retribusi bidang administrasi kependudukan selanjutnya disebut Retribusi,
adalah pembayaran atas biaya pelayanan pendaftaran kependudukan,
meliputi penyediaan dokumen kependudukan berupa biaya cetak formulir
pendaftaran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan formulir pencatatan

sipil.
26. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retrihiiai termasuk oemunautan atau oemotongan retribusi tertentu.



27. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu merupakan batas waktu
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa adiministrasi kependudukan
yang diberikan kepada wajib retribusi.

28. Surat pendaftaran objek retribusi adalah surat yang dipergunakan oleh
wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi
sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi sesuai peraturan
perundang-undangan retribusi.

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut SKRO adaiah surat
ketetapan yang menentukan besarnya jumtah retribusi yang terutang.

30. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut
SPORD adalah  surat  yang digunakan oleh wajib  retribusi  untuk
melaporkan  data  obyek retribusi  sebagai  dasar  perhitungan  dan
pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi daerah.

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut
SKRDLB adaiah surat ketetapan retribusi  yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
dan pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

32. Surat Ketetapan Retribusi  Daerah Kurang Bayar Tambahan,  yang
selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan
tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

34. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian kegiatan
dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

35. Surat Keterangan Kependudukan adalah surat keterangan yang bekaitan
dengan administrasi  kependudukan dan  catatan sipil  sebagaimana
dimaksudkan dalam Undang-Undang.

36. Peraturan Perundang-undangan adaiah Peraturan Perundang-undangan
yang mengatur Administrasi Kependudukan.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Objek retribusi adalah Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Pencatatan Sipil.

(2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil
dari Pemerintah Daerah, yang meliputi sebagai berikut:
a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
b. Kartu Keluarga (KK);
c. Surat keterangan kependudukan; dan



d.  Akta Pencatatan Sipil yang meliputi Akta Kelahiran, Akta Kematian,
Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta
Pengesahan Anak.

(3).  Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Pengurusan
dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, terkecuali
bagi penduduk yang terlambat melaporkan Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting dalam batas waktu yang telah ditentukan Undang-
Undang dikenakan denda administrasi.

BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 3

(1) Wajib Retribusi membayar Retribusi yang terutang berdasarkan penetapan
Bupati  dengan  menggunakan  SKRD  atau  dokumen  lain  yang
dipersamakan.

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan pencetakan
dan pengadministrasian dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Pencatatan Sipil dari Pemerintah Daerah.

(3) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali secara berkala selama 3 (tiga) tahun
sekali.

(4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang
ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan mengunakan SKRD yang
ditunjuk oleh Bupati.

(2) Hasil penerimaan retribusi yang diterima ditempat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), haras disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24
Jam dan atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

(3) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang
paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah saat terutang Retribusi

Pasal 5

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen)
setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih
dengan menggunakan STRD.

(2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh)
hari sejak jatuh tempo pembayaran.



(3) Dalam  jangka  waktu  7  (tujuh)  hari  setelah  tanggal  surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi
retribusi yang terutang.

(4) Surat teguran/peringatan/surat Sain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diiakukan oleh pejabat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal6

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBTdanSKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi,
wajib  retribusi  harus dapat  membuktikan ketidakbenaran  ketetapan
retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan daiam jangka waktu paling lama 2 (bulan) sejak
tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB diterbitkan,  kecuali  apabila wajib  retribusi  tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga
tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal7

(1) Bupati daiam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

BAB V
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 8

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan  kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati harus memberikan keputusan.



(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKROLB hams
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi teriebih dahulu hutang retribusi tersebut

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan daiam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan retribusi.

Pasal 9

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara tertulis kepada Bupati dan disampaikan secara langsung atau
melalui pos tercatat.

(2) Bukti penerimaan oleh petugas atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

(3) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan rnenerbitkan surat
perintah membayar kelebihan retribusi.

BAR VI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.

(2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

(3) Pemberian  pengurangan,  keringanan  dan  pembebasan  retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , antara lain untuk wajib retribusi
yang berusia lanjut atau yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas
khusus untuk KTP.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan
oleh Bupati.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Ri mati ini riemnan DenemDatannva dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di  Mempawah
pada tanggal 14 Maret 2014

BUPATI PONTIANAK,

TTD

RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 14 Maret 2014
Pit. SEKRETARIS DAE RAH KABUPATEN PONTIANAK

TTD

FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHI IN 9D14 NOMOR 15
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